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ABSTRAK 
 
Eka Novianti Pertiwi, B 111 10 182, Wewenang Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota 
Makassar. (Studi Kasus Kota Makassar). (Dibimbing oleh Prof. Dr. 
Achmad Ruslan, S.H., M,SH selaku pembimbing I dan DR. Muh. 
Hasrul, S.H., M.H. selaku pembimbing II). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan 
Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah dan untuk mengetahui 
factor apa yang menjadi kendala dalam penegakan peraturan daerah. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) di kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan 
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 
narasumber pada instansi tersebut.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam melakukan 
penegakanperaturandaerahkotamakassar, Satuan Polisi Pamong Praja 
mempunyai acuan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan baik 
peraturan pemerintah secara nasional maupun peraturan-peraturan 
daerah dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan 
penegakan peraturan daerah kota Makassar. Langkah yang ditempuh 
yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan Teknis Operasional 
Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan bekerjasama 
dengan aparat Penertiban lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakan 
peraturan daerah kota makassar sipil oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar yaitu antara lain 
kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana baik dalam 
bentuk kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan negara hukum 
(rechtstaat), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).1Hal ini 
berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum 
demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi 
manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan 
hukum dan pemerintahan. Sebagai negara hukum tentu semua orang 
memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum baik kaya, 
miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai 
pangkat dan kedudukan. Seperti yang dikatakan oleh Charles Louis de 
Montesquieu2 kalimat-kalimat hukum harus bermakna sama untuk seluruh 
manusia”. 
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak 
boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang 
dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum 
mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam 
                                                             
1
 Evi Hartati. 2009.Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hal 1 
2
Achmad Ali. 2011. Yusril Criminal Justice System. PT Umitoha Ukhuwah Grafika. 
Makassar. Hal 28 
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masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum 
merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep 
yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam 
kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat 
penegak hukum itu sendiri.3 
Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai 
tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang 
diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam 
masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak 
asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam 
masyarakat itu sendiri. Menurut Suhaidi, Hak asasi manusia sendiri 
merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, 
bersifat universal dan langgeng , dan oleh karena itu harus dilindungi, 
dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi,, atau 
dirampas oleh siapapun.4Penegak hukum disini antara lain kepolisian, 
kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja 
(SatPol PP) yang merupakan aparat pengembanpenegakan hukum non 
yustisial di daerah.  
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan 
                                                             
3
Yunasril Ali . 2007. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 244 
4
Suhaidi, Pokok-Pokok Isi Protokol Optional I Konvenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik. Artikel. 
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Peraturan Daerah sehingga semua permasalahan ketentraman dan 
ketertiban umum yang terkait langsung dengan penegakan Peraturan 
Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung 
jawab SatPol PP. Namun dalam pelaksanaannya, tugas SatPol PP sering 
berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi. 
Belakangan ini, gerak langkah SatPol PP tidakpernah luput dari 
perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudahdiketahui 
melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun 
elektronik.Sayangnya, image yang terbentuk di benak masyarakat atas 
sepak terjang aparat SatPol PP sangat jauh dari sosok ideal, yang 
sejatinya menggambarkan aparaturpemerintah daerah yang dalam 
melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi normahukum, norma agama, 
Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yanghidup dan 
berkembang di masyarakat. 
Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat SatPolPP tidak 
lain dan tidak bukankarena seringnya masyarakat disuguhi aksi-
aksirepresif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat 
menjalankanperannya dalam memelihara dan menyelenggarakan 
keamanan dan ketertiban umum.Diberikannya kewenangan pada SatPol 
PP untuk memelihara keamanan danketertiban masyarakat bukanlah 
tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakanyuridis yang jelas, 
sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 
tentang Pemerintahan Daerahmenyebutkanuntuk membantu kepala 
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daerah dalammenegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakatdibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.5 
Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentangPemerintahan Daerah ini, pemerintah diamanatkan membentuk 
Satuan Polisi Pamong Prajauntuk membantu Kepala Daerah dalam 
menegakkan Peraturan Daerah danpenyelenggaraan ketertiban umum 
serta ketentraman masyarakat.Dengan melihat pada kewenangan yang 
diberikan kepada SatPol PP, tidakdapat dipungkiri bahwa keberadaan 
SatPol PP sangat penting dan strategis dalampenyelenggaraan 
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk 
didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas). 
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu 
antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tindakan kriminal sebagai 
salah satu perbedaan persepsi yang terjadi diantara polisi dan Satpol PP 
yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, 
perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan 
dari ketegori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial 
antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai 
                                                             
5
Pasal 148  Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan 
Daerah 
5 
 
persoalan.6Termasuk perbedaan persepsi mengenai persoalan mengenai 
tindakan kriminal yang menimbulkan benturan kewenangan antara polisi 
dan SatPol PP untuk mengatasinya yang mengarah pada 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
Keberadaan SatPol PP di Kota Makassar merupakan bagian dari 
proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang 
diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi 
daerah.Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering 
tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain 
terutama polisi. Tindakan kriminal yang terjadi di Kota Makassar sering 
ditangani oleh SatPol PP dengan berdasarkan adanya kewenangan yang 
diberikan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam hal 
menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kondisi ini 
menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik 
dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun 
kehadiran SatPol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam 
membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.7 
Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota 
Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai 
negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
                                                             
6
Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris. Kencana. Makassar. Hal 169 
7
Kolakanews. 13 April 2012. Diakses pada tanggal 26 Januari 2013 
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undangan.8Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota SatPol 
PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) 
karena mempunyai kewenangan penyidikan.Yang menjadi masalah, 
sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah Satpol PP adalah 
bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya 
anggota SatPol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah 
dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka 
tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara SatPol PP Provinsi 
dengan Satpol PP Kabupaten ataupun Kota. 
Permasalahan yang lain muncul ketika dalam melaksanakan 
kewenangannya guna menegakkan peraturan daerahserta keputusan 
kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari SatPol PP, SatPol PP 
dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya nonyustisial. Karenanya, 
aparat SatPol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendalaketika 
harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan 
tertentudalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara 
pada munculnya konflik (bentrokan). 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di 
atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul 
“WewenangSatuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam 
Penegakan Peraturan Daerahdi Kota Makassar”. 
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B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di 
atas, maka rumusan masalah sebagai berikut, 
1. Bagaimanakewenangan satuan polisi pamong praja dalam 
penegakan peraturan daerah kota makassar ? 
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan 
peraturan daerah kota Makassar yang dilakukan oleh satuan 
polisi pamong praja ? 
C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, 
1. Untuk mengetahuiwewenang satuan polisi pamong praja dalam 
penegakan peraturan daerah Kota Makassar 
2. Untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi kendala dalam 
penegakan peraturan daerah Kota Makassar  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kewenangan 
1. Pengertian Kewenangan 
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata 
negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara dan hukum 
administrasi negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat 
dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam teori 
kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, 
kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Begitu pentingnya 
kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stronik dan J.G.Steenbeek 
menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum 
administrasi.9 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang 
memiliki arti : 
a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan 
b. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 
c. Fungsi yang boleh dilaksanakan 
sedangkan kewenangan memiliki arti : 
a. Hal berwenang, 
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b. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan 
sesuatu 
Menurut Bagir Manan10 wewenang dalam bahasa hukum tidak 
sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan 
hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus 
berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitannya dengan 
otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur 
sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal 
berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana 
mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan 
dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara. 
Berbeda pula dengan Max Weber,11 yang menyatakan bahwa 
wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib 
sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-
keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting dan untuk 
menyelesaikan pertentangan-pertentangan. 
Wewenang dalam bahasa Inggris disebut Authority.kewenangan 
adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Biertted, bahwa wewenang 
adalah institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan). 
Sementara itu, menurut Mirriam Budiajo adalah kemampuan untuk 
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mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga 
tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang 
mempunyai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dipandang sebagai suatu 
hubungan antara dua atau lebih kesatuan, sehingga kekuasaan dianggap 
mempunyai sikap yang rasional.Karenanya perlu dibedakan antara scope 
of power dan domain power.Scope of power atau ruang lingkup 
kekuasaan menunjuk kepada kegiatan, tingkah laku, serta sikap atau 
keputusan – keputusan yang menjadi obyek dari kekuasaan.Sementara 
istilah domain of power, jangkauan kekuasaan, menunjuk pada pelaku, 
kelompok atau kolektivitas yang terkena kekuasaaan. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia 12 kata wewenang disamakan dengan kata 
kewenangan, diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, 
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah 
dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain..Sementara 
itu, Marbun memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dengan 
wewenang.Menurutnya kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan 
yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun 
terhadap sesuatu bidang secara bulat.Sedangkan wewenang 
(competence, bevoedheid) hanya mengenai bidang tertentu saja.Dengan 
demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang – wewenang 
(rechtsbevoegdheden).Sedangkan kewenangan dalam konteks 
penyelenggaraan Negara, terkait pula dengan paham kedaulatan 
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11 
 
(souveregnity).Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan, orang 
yang berjasa memperkenalkan gagasan – gagasan kedaulatan adalah 
Jean Bodin dan setelah itu dilanjutkan oleh Hobbes.Sedang dalam bahasa 
Belanda disebut gezag atau bevoegdheid.Wewenang adalah kemampuan 
untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak 
yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan 
hubungan-hubungan hukum. 
Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles 
menyebut hukum sebagai sumber kekuasaan.Dalam pemerintahan yang 
berkonstitusi, hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para 
penguasa agar pemerintahan terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan 
kesejahteraan umum.Dengan meletakkan hukum sebagai sumber 
kekuasaan, para penguasa harus menaklukkan diri di bawah 
hukum.Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya.Plato 
yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber 
kekuasaan.Karenamenurut Plato, pengetahuan dapat membimbing dan 
menuntun manusia ke pengenalan yang benar. 
Karena itu, jika dilihat dari segi sofatnya wewenang dapat 
dibedakan atas expressimilied, fakultatif dan vrijbestuur.Wewenang 
pemerintahan yang bersifat expressimilied adalah wewenang yang jelas 
maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada 
batasan – batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, isinya dapat 
bersifat umum dan dapat pula bersifat individual konkret.Wewenag 
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pemerintah bersifat fakulatif adalah wewenang yang peraturan dasarnya 
memberikan ruang lingkup longgar kepada pejabat Tata Usaha Negara 
untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.Berbeda dengan 
kewenangan ada juga yang disebut dengan otoritas (kekuasaan). 
H.D.Stout13 mengatakan bahwa : 
Bevoegheid is een begrip uit het bestuutrlijke 
organisatierech, watkan worden omschereven als het geheel 
van regels dat betrekking heft op de verkrijging en 
uitoefening van bestuursrechtlojke bevoegdhehden door 
publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke 
rechveerkeer  
(wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum 
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan 
perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh 
subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik) 
Sedangkan R.J.H.M. Husaiman14 menyatakan pendapatnya bahwa 
organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri 
wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-
Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang 
pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintah tetapi juga terhadap 
para pegawai atau terhadap badan khusus. 
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Kewenangan dalam konteks penyelenggaraan negara terkait pula 
dengan paham kedaulatan (souveregnity). Dalam konteks wilayah hukum 
dan kenegaraan, orang yang berjasa itu memperkenalkan gagasan-
gagasan kedaulatan adalah Jean Bodin dan setelah itu dilanjutkan oleh 
Hobbes.15 
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang 
Secara teoritik, kewenangan pemerintah yang bersumber dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku diperoleh melalui 3(tiga) 
cara yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. 
Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini, H.D Van Wijk/Willem 
Konijinenbelt16 mendefinisikan sebagai berikut: 
a. attributie : toekening van een bestuursbevoegheid door 
een wetgever aan een bestuursorgaan (atribusi adalah 
pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 
undang-undang kepada organ pemerintah. 
b. delegatie : overdracht van een bevorgheid ven het ene 
bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah 
pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya). 
c. mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid 
namens hem uitoefenen door een ander (mandate terjadi 
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ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 
dijalankan oleh organ lain atas namanya). 
Dalam kepustakaan17 terdapat pembagian mengenai sifat 
wewenang pemerintahan yaitu terikat, fakultatif, dan bebas terutama 
dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penertiban 
keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan 
(besichikkingen) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal ada 
keputusan dan ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Indiharto 
mengatakan sebagai berikut : 
a. wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yakni terjadi 
apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan 
dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut 
dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak 
menentukan isi dari keputusan yang harus diambil. 
Dengan kata lain terjadi apabila peraturan dasar yang 
menentukan isi yang harus diambil secara 
terinci,wewenang pemerintah semacam itu merupakan 
wewenang yang terikat. 
b. wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat 
tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib 
menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih 
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ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan 
dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. 
c. wewenang bebas yakni terjadi ketika peraturan dasarnya 
memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata 
usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi 
dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan 
dasarnya memberikan ruang lingkup kepada pejabat tata 
usaha negara yang bersangkutan. 
Adapun sumber kewenangan lainnya berupa : 
1. Hak memerintah berasal dari Tradisi. 
2. Hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa dan Wahyu yang 
bersifat sakral. 
3. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi, misalnya dilihat dari 
penampilan maupun karena memiliki   kharisma. 
4. Hak memerintah masyarakat yang berasal dari Peraturan 
perundang undangan yang mengatur prosedur dan syarat menjadi 
pemimpin. 
5. Hak memerintah bersal dari sumber yang bersifat Instrumental. 
Yaitu kekayaan dan keahlian. 
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3. Tipe kewenangan  
Ada beberapa tipe kewenangan, antara lain : 
a) Kewenangan prosedural adalah hak memerintah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tidak 
tertulis. 
b) Kewenangan substansial adalah hak memerintah berdasarkan 
faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin. Tipe kewenangan 
tersebut tidak dapat dipisahkan karena, antara satu dengan yang 
lainnya saling berhubungan dan setiap masyarakat pasti memakai 
kedua tipe kewenangan tersebut hanya saja yang satu dijadikan 
sebagai utama dan yang lain sebagai pelengkap. 
Menurut Max Weber,ada 3 macam wewenang yaitu : 
1. Wewenang tradisional,berdasarkan kepercayaan di antara 
anggota masyarakat. 
2. Wewenang kharismatik,bedasarkan kepercayaan masyarakat 
kepada kesaktian dan kekuatan mistik atau religious seorang 
pemimpin. 
3. Wewenang rasional – legal,berdasarkan kepercayaan pada 
tatanan hukum rasional. 
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4. Peralihan Kewenangan  
Menurut Paul Conn terdapat tiga cara peralihan kewenangan yaitu : 
1. Turun temurun adalah jabatan atau kewenangan yang diperoleh 
dari keturunan atau keluarga. 
2. Pemilihan adalah kepemimpinan dipilih secara langsung atau 
perwakilan. 
3. Paksaan adalah jabatan dan kewenangan terpaksa dialihkan dan 
tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati, seperti : 
revolusi, kudeta atau ancaman kekerasan. 
 
B. Satuan Polisi Pamong Praja 
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja 
Setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap 
daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat peraturan daerah.  
Selain menyusun Perda oleh pemerintah daerah, dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintahah daerah 
mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan 
Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam penertiban pelaksanaan 
peraturan daerah Kabupaten Kolaka.  
Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu ”pamong” 
dan ”praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. 
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Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga 
secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. 
Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan  Polisi  Pamong  Praja 
yaitu : 
Satuan  Polisi  Pamong  Praja, yang  selanjutnya  disingkat SatPol  
PP,  adalah  bagian  perangkat  daerah  dalam penegakan  Perda  dan  
penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketenteraman masyarakat. 
 
2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja 
 Keberadaan Satuan Polisi Pamong Prajayang bermoto 
Prajawibawa,sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada 
pembentukanBailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluwsaat itu 
merupakan polisi yang merangkap jaksa danhakim yang bertugas untuk 
menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga 
kota.Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman wargakota, institusi ini 
berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan 
Kawedananuntuk melakukan tugas-tugas ketertiban dankeamanan pasca 
kekuasaan Raffles (1815). Bailluwini terus berkembang menjadi suatu 
organisasi yangtersebar di setiap Keresidenan dengan 
dikendalikansepenuhnya oleh residen dan asisten residen. 
 Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonialdikembangkan 
menjadiPertama, Polisi Pamong Praja(Bestuurpolitie) yang ditempatkan 
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menjadi bagiandari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-
kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang 
diperbantukan pada pejabat-pejabatpamong Praja.Kedua, Polisi Umum 
(Algemeen Politie)yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi 
untukmenyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian.Ketiga, polisi 
bersenjata (Gewapende Politie).Untukpolisi pamong Praja dan polisi 
umum, keduanyaditempatkan di bawah Kejaksaan (Procureur 
Generaal)pada Mahkamah Agung (Hoogerrechtshof) sebagaipenanggung 
jawab tertinggi atas pemeliharaankeamanan dan ketertiban umum. 
 Polisi Pamong Praja (Bestuurpolitie) hadir untukmendukung fungsi-
fungsi pemerintahan pribumiyang dijalankan kepala desa dan membantu 
pejabat-pejabat pamong Praja.Ia melekat pada fungsi pamongyang 
menekankan pada kemampuan memimpinwarga, bukan untuk mengawasi 
warga sebagaimanalayaknya fungsi polisi modern. 
 Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawalidengan kondisi yang 
mengancam NKRI, dibentuklahDetasemen Polisi Penjaga Keamanan 
Kapanewon diYogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi 
DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untukmenjaga ketenteraman 
dan ketertiban masyarakat.Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini 
berubahmenjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkanSurat 
Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi 
Pamong Praja dibentuktanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat 
KeputusanMenteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950untuk 
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mengubah Detasemen Pol PP menjadi KesatuanPolisi Pamong 
Praja.Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian 
ditetapkan sebagaiHari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yangdiperingati 
setiap tahun. 
 Pada Tahun I960, dimulai pembentukan Kesatuan PolisiPamong 
Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkanPeraturan Menteri Dalam 
Negeri dan Otonomi DaerahNo. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 
1960, yangmendapat dukungan para petinggi militer (AngkatanPerang). 
Tahun 1962 namanya berubah menjadiKesatuan Pagar Baya dengan 
Peraturan MenteriPemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 
Tahun1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannyadari korps 
Kepolisian Negara seperti dimaksud dalamUU No 13/1961 tentang Pokok-
pokok Kepolisian.Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi 
menjadiKesatuan Pagar Praja dengan Peraturan MenteriPemerintahan 
Umum dan Otonomi Daerah No. 1Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. 
Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 
Daerah.Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, SatPol PP merupakan 
perangkat wilayah yang melaksanakantugas dekonsentrasi. 
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3. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja 
 Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebihdari setengah abad, 
tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting 
dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU 
OtonomiDaerah. Setelah otonomi daerah,SatPol PPmenjadilembaga yang 
independen yang melaporkan langsungtugas dan kewajibannya kepada 
pemerintah daerahdan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga 
yangmandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawabyang besar, mereka 
juga merasa perlu meningkatkankemampuan mereka baik secara fisik 
maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya. 
 Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan 
pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, termasuk mengenai keberadaan SatPol PP yang pada dasarnya 
mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam 
menyelenggarakan pemerintahan umum. Namun menurut 
Misdayanti18,peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas 
kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam 
hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk 
pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan 
pengawasan umum. 
 Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan 
kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan 
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Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan 
Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari: 
1) Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyelanggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. 
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang 
Satuan  Polisi  Pamong  Praja 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah. 
5) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 
Tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat 
daerah kota Makassar. 
 
 
4. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja 
kedudukan dan status SatPol PP, yaitu:19 
a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai 
perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari 
pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal 
                                                             
19
 Dewi Muthmainnah, “Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan yang Disertai dengan Pengrusakan Barang”. 
Skripsi pada program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hal 12 
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tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan 
merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi). 
b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status 
sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
 
5. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja 
Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan 
menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat 
serta perlindungan masyarakat.20 
SatPol PPmemiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda 
karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah 
yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.  Dengan adanya 
kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa  
Polisi Pamong Praja berwenang: 21 
a. melakukan  tindakan  penertiban  nonyustisial  terhadap warga  
masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang melakukan  
pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan kepala daerah, 
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang  
mengganggu  ketertiban  umum  dan  ketenteraman 
masyarakat, 
                                                             
20
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja 
21
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja 
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c. fasilitasi  dan  pemberdayaan  kapasitas  penyelenggaraan 
perlindungan masyarakat, 
d. melakukan  tindakan  penyelidikan  terhadap  warga 
masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  diduga 
melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  peraturan 
kepala daerah; dan 
e. melakukan  tindakan  administratif  terhadap  warga 
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. 
 
C. Asas - asas Pemerintah Daerah 
 Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desantralisasi, dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan. Undang – undang yang mengatur pemerintah daerah 
setidaknya dalam UU No. 5 tahun 1974, UU No. 22 tahun 1999 dan UU 
No. 32 tahun 2004 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam 
perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintahan 
daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah 
adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi 
(termasuk tugas pembantuan).Prinsip baru dalam pasal 18 (baru) lebih 
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sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintah daerah sebagai 
satuan pemerintahan mandiri didaerah yang demokratis.Tidak ada lagi 
unsur pemerintahan sentralisasi dalam pemerintahan daerah. Gubernur, 
Bupati, dan Walikota semata – mata sebagai penyelenggara otonomi di 
daerah. 
 
1. Asas Desentralisasi 
 Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda 
reaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut 
Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah 
Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan 
tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin, 
mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan – 
badan dan golongan – golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu 
untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irwan Soejito, mengartikan 
desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak 
lain untuk dilaksanakan. 
 Menurut UU No. 5 tahun 1974 Pasal 1 butir b, desentralisasi adalah 
penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat 
atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya..Dalam UU No. 
22 tahun 1999 Pasal 1 butir e ditegaskan, desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah 
otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 32 
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Tahun 2004 Pasal 1 angka 7, mengartikan desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau 
otonomi itu menunjukkan:  
(1) satuan – satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam 
memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;  
(2) satuan – satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan 
efektif dan lebih efisien;  
(3) satuan – satuan desentralisasi lebih inovatif;  
(4) satuan – satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral 
yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. 
 Meskipun penilaian terhadap desentralisasi memperlihatkan 
catatan – catatan keberhasilan, namun pemerintah masih berhati – hati 
dalam bergerak kearah desentralisasi yang lebih luas atau kearah 
pendelegasian pelaksanaan pembangunan. Data – data memang tidak 
memungkinkan penilaian yang pasif terhadap dampak desentralisasi, 
namun kondisi – kondisi yang memengaruhi pelaksanaan program –
program desentralisasi dapat diketahui dengan pasti. Kondisi – kondisi 
tersebut adalah: 
(i) sejumlah para pejabat pusat dan birokrasi pusat mendukung 
desentralisasi dan orgnisasi – organisasi yang diserahi tanggung jawab; 
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(ii) sejauh mana perilaku, sikap dan budaya yang dominan mendukung 
atau kondusif terhadap desentralisasi pembuatan keputusan; 
(iii) sejauhmana kebijaksanaan – kebijaksanaan dan program – program 
yang direncang dan dilaksanakan secara tepat untuk meningkatkan 
desentralisasi pembuatan keputusan dan manajemen 
(iv) sejauh mana sumber – sumber daya keuangan, manusia dan fisik 
tersedia bagi organisasi – organisasi yang diserahi tanggung jawab. 
 Pengalaman dibanyak Negara yang berkembang menunjukkan 
bahwa desentralisasi bukan merupakan langkah yang cepat untuk 
mengatasi masalah – masalah pemerintahan, politik, dan 
ekonomi.Penerapannya tidak secara otomatis mengatasi kekurangan 
tenaga kerja atau personil yang tampil.Desentralisasi tidak menjamin 
bahwa jumlah sumber yang besar dapat dihasilkan ditingkat daerah. Satu 
bentuk desentralisasi mungkin akan berhasil disebuah Negara, sedangkan 
di Negara – Negara lain desentralisasi tidak berhasil. Namun demikian, 
kekurangan – kekurangan yang dibuktikan oleh pengalaman sejumlah 
Negara yang berkembang tidak berarti usaha – usaha itu harus 
dihentikan.Desentralisasi telah menciptakan hasil – hasil positif.Pertama,  
akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya 
terbagikan) kedalam sumber – sumber pemerintah pusat telah meningkat. 
Kedua, desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah 
bidang.Dalam hal ini, desentralisasi memberikan tekanan pada lembaga – 
lembaga Pemerintah Pusat.Akhirnya, berbagai sumber nasional pun 
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tersedia untuk pembangunan daerah.Ketiga, di sejumlah Negara 
peningkatan terjadi dalam kapasitas administrasi dan teknik 
pemerintah/organisasi daerah, meskipun peningkatan ini berjalan 
lambat.Keempat, organisasi – organisasi baru telah dibentuk ditingkat 
regional dan lokal untuk rencanakan dan melaksanakan 
pembangunan.Semua badan dan organisasi ini telah memberikan dampak 
yang cukup positif.Kelima, perencanaan ditingkat regional dan lokal 
semakin ditekankan sebagai satu unsur penting dari strategi 
pembangunan nasional dengan memasukkan perspektif – perspektif dan 
kepentingan baru kedalam proses pembuatan keputusan. 
 
2. Asas Dekonsentrasi 
 Amran Muslimin mengartikan, dekonsentrasi ialah pelimpahan 
sebagian dari kewenangan pemerintah pada alat – alat pemerintah pusat 
yang ada di daerah.Irawan Soejito mengartikan, dekonsentrasi adalah 
pelimpahan kewengan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. 
Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh 
pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat – alat 
perlengkapan bawahan untuk menyelengarakan urusan – urusannya yang 
terdapat di daerah. 
 Menurut UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf f, dekonsentrasi 
adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau 
Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat – pejabat di 
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daerah. Asas dekonsentrasi didalam penjelasan UU No. 5 Tahun 1974 
dipandang bukan sekedar komplemen atau pelengkap terhadap asas 
desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. Dari penegasan ini semakin memperkuat 
penilaian masyarakat bahwa spirit yang dibangun oleh UU no. 5 tahun 
1974 adalah sentralistik. 
 Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf (f) ditegasan, 
dekonsentrasi adalah pelmpahan wewenang dari pemerintah kepada 
gubernur sebagai wakil dari pemerintah dan atau perangkat pusat di 
daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dalam kedudukannya sebagai 
Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah 
tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil 
pemerintah.Penegasan ini memperlihatkan bahwa spirit yang dibangun 
oleh UU No. 22 Tahun 1999 adalah desentralistik sehingga di daerah 
Kabupaten/Kota tidak ada urusan yang sifatnya dekonsentrasi.Melalui UU 
ini instansi vertical di daerah Kabupaten/Kota dihapuskan. 
 UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 8 mengartikan, 
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada 
instansi vertical di wilayah tertentu. 
 Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu: (1) dari segi 
wewenang: asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari 
Pemerintah Pusat kepada pejabat di daerah untuk menyelenggarakan 
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tugas – tugas Pemerintah Pusat yang ada di daerah, termasuk juga 
peimpahan wewenang pejabat – pejabat atasan kepada tingkat 
dibawahnya; (2) dari segi pembentuk pemerintah: berarti membentuk 
pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberikan tugas 
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Pusat yang ada di daerah; (3) 
dari segi pembagian wilayah: asas ini membagi wilayah Negara menjadi 
daerah – daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi 
wilayah Negara menjadi wilayah – wilayah administratif 
 
3. Asas Tugas Pembantuan 
 Disamping pengertian otonomi, menurut Amrah Muslimin, kita 
dapati juga istilah yang selalu bergandengan dengannya, yaitu 
“menebewind”, yang mengandung arti kewenangan pemerintah daerah 
menjalankan sendiri aturan – aturan dari pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan ini 
mengenai tugas melaksanakan sendiri (zelfuitvoering) atas biaya dan 
tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang 
bersangkutan. 
 Menurut Joeniarto, disamping pemerintah lokal yang berhak 
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat pula 
diberi tugas – tugas pembantuan (tugas medebewind , sertatantra). Tugas 
pembantuan ialah tugas ikut melaksanakan urusan – urusan pemerintah 
pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah 
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tangga tingkat atasannya.Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah 
tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah pusat atau 
pemerintah atasannya.Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan 
diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja.Oleh karena itu, 
dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan, 
wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas kepada 
penyelenggaraan saja. 
 Tugas dan kewajiban daerah selain berasal dari tugas yang timbul 
karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapa daerah, dapat juga 
diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas, yang disebut “de 
opgedragen taak” atau tugas yang diperintahkan, yang menurut ketentuan 
dalam Pasal 1 huruf d jo Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1974 di sebut tugas 
pembantuan atau yang telah secara popular disebut orang sentra-tantra, 
modebewind atau  selfgovernment,  yakni tugas untuk turut serta dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah oleh 
pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan 
kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada yang 
menugaskannya. Tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur 
(beschiken). 
 Menurut UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (d), yang dimaksud 
tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang 
ditugaskan kepada pemerintah desa oleh pemerintah atau pemerintah 
daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan 
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kepada yang menugaskannya. Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 
butir (g), dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari 
pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan 
prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaanya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang 
menugaskan. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 butir 9, dinyatakan 
tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan 
atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau 
desa serta dari pemerintah kabpaten/kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu.22 
 
D. Peraturan Daerah 
1. Pengertian Peraturan Daerah 
 Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan 
Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah. 
 Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang  dibentuk  
bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah 
baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. 
                                                             
22
 Ni’Matul, Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi Rajawali Pers. Makassar. Hal 
328-324 
33 
 
 Dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi  daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas 
pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan   
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 
masing- masing daerah. 
 Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  materi 
muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas  pembantuan 
danmenampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan 
Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
Gubernur atau Bupati/Walikota. 
 Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau 
Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan  
materi  yang  sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang 
disampaikan oleh DPRD,sedangkan rancangan Perda yang disampaikan 
oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan 
persandingan. 
 Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program 
Legislasi Daerah 4, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih 
dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang 
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ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara 
lain: 
a.   Pajak Daerah; 
b.   Retribusi Daerah; 
c.   Tata Ruang Wilayah Daerah; 
d.   APBD; 
e.   Rencana Program Jangka 
f.   Menengah Daerah; 
g.   Perangkat Daerah; 
h.   Pemerintahan Desa; 
i.   Pengaturan umum lainnya. 
 
2. Asas Pembentukan Perda 
 Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas 
pembentukan peraturan perundang- undangan sebagai berikut: 
a) kejelasan tujuan,  yaitu  bahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai. 
b) Kelembagaan atauorgan pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis 
peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 
pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan 
dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh 
lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 
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c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan 
perundang-undangan. 
d) dapat dilaksanakan,yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus memperhati efektifitas peraturan 
perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, yuridis maupun sosiologis. 
e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan 
perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. 
f) kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan 
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan 
pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan 
mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya. 
g) keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan mulai dari perencanaan,persiapan, 
penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. 
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai 
kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 
proses pembuatan peraturan perundang-undangan.Di samping itu 
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materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai 
berikut: 
a. Asas pengayoman,bahwa setiap materi muatan Perda harus 
berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan 
ketentraman masyarakat. 
b. Asas kemanusiaan,bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 
penduduk Indonesia secaraproporsional. 
c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus 
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yangpluralistik 
(kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan 
Republik Indonesia. 
d. Asas kekeluargaan,bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakatdalam setiap 
pengambilan keputusan. 
e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda 
senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayahIndonesia 
dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum 
nasional yang berdasarkan Pancasila. 
f. Asas bhinneka   tunggal   ika, bahwa setiap materi muatan Perda 
harus memperhatikan keragaman penduduk,agama, suku dan 
golongan, kondisi daerah  dan  budaya khususnya yang 
37 
 
menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi  setiap warga 
negara tanpa kecuali. 
h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap 
materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-halyang bersifat 
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, 
ras, golongan, gender ataustatus sosial. 
i. Asas ketertiban  dan  kepastian hukum,   bahwa setiap materi 
muatan Perda harus dapat menimbulkanketertiban dalam 
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 
j. Asas keseimbangan, keserasian dan  keselarasan, bahwa  setiap 
materi muatan Perda harus mencerminkankeseimbangan, 
keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan 
masyarakat dengan kepentinganbangsa dan negara. 
 Selain asas dan  materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah 
Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan 
lokal /daerah, sehingga mempunyai daya   saing dalam pertumbuhan 
ekonomi   dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. 
 Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 
menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  adalah 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
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mekanisme  APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran 
dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme 
tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif 
(kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga 
dunia usaha dapat tumbuh  dan berkembang di daerahnya dan 
memberikan peluang menampung tenaga kerjadan meningkatkan PDRB 
masyarakat daerahnya. 
 
3. Proses Penyusunan Perda 
 Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk 
hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan   
Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam 
pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, 
antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam 
Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan 
tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi  jelas dengan bahasa yang 
baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa 
meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
dalam penyusunan kalimatnya. 
 Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan 
produk  hukum  daerah  sejak dari perencanaan sampai dengan 
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penetapannya.  Proses pembentukan Perda terdiri  dari  3  (tiga)  tahap, 
yaitu: 
i. Proses penyiapan rancangan Perda yang  merupakan proses 
penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di 
lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini 
termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah 
akademik (academic  draft)  dan naskah rancangan Perda (legal 
draft). 
ii. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan 
di DPRD. 
iii. Proses  pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh 
Sekretaris Daerah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di 
Kota Makassar. Lokasi penelitian yang diambil yaitu pada: 
1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsungmelalui 
penelitian lapangan. 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. 
Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara pada 
para responden yang ditetapkan sebagai sampel penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan berupa 
peraturan perundang-undangan, buku teks, dokumen serta data 
dari badan hukum tempat penelitian penulis yang telah tersedia. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Data primer,diperolehmelalui 
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1) Wawancara 
2. Datasekunder,diperolehdari buku teks, peraturan perundang-
undangansertadokumendanarsipyangterdapatpadabeberapakantor
yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Makassar. 
 
D. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif 
normatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian diuraikan sehingga 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
dibahas.Selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan disajikan secara deskriptif 
yaitu menggambarkan dan menguraikan keadaan atau sifat yang 
dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan dengan norma. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. WewenangSatuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam Penegakan 
Peraturan Daerah di Kota Makassar 
Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan  
keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan. Artinya,  sebagai  usaha  
untuk  me-wujudkan  nilai-nilai  dasar  di  dalam  hukum seperti  keadilan,  
kepastian  hukum  dan  keman-faatan.  Namun  permasalahannya  adalah  
sekali-pun  ketiga-ketiganya  merupakan  nilai  dasar dari hukum, namun 
diantara ketiganya terdapat spannungsverhaltnis,  suatu  ketegangan  
satu sama lain 23. 
Berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemerintah kota dalam 
mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab di era 
reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan 
kewenangan, organisasi perangkat kota, penataan relokasi personil 
sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. Selain menyusun Perda oleh Pemerintah Daerah, 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintahah 
daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui 
                                                             
23
Ni’Matul, Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi Rajawali Pers. Makassar. Hal 
322-327 
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peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban 
pelaksanaan peraturan daerah Kota makassar.  
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan 
Peraturan Daerah. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
melaksanakan penertiban, dapat berjalan maksimal apabila 
kepemimpinan kepala daerah dan DPR tidak melalaikan tugasnya karena 
pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perpanjangan 
tangan yang mempunyai tugas secara terus menerus agar ketertiban di 
wilayahnya ditegakkan sesuai dengan peraturan daerah serta melakukan  
tindakan  penertiban  nonyustisial  terhadap warga  masyarakat,  aparatur,  
atau  badan  hukum  yang melakukan  pelanggaran  atas  Perda  dan/atau  
peraturan kepala daerah. 
Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan 
masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas 
pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang 
melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk 
hukum lainnya.Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut 
merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu 
penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan 
penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah 
44 
 
tindakan Non Yustisial. Setelah melakukan tahapan diatas maka 
selanjutnya Satpol PP dalam menindak dengan cara : 
i. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan 
kedatangannya.  
ii. Menjelaskan kepada masyarakat atau aparat pemerintahan, 
bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar 
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk 
hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada 
sipelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan 
untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk 
meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan 
diberikan pembinaan dan penyuluhan.  
iii. Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat 
Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan 
tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, 
Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.  
iv. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan 
perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, 
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka 
kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan 
bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 
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Berdasarkan hasil penelitian penulis, semua jajaran aparatur 
pemerintahan daerah, Dinas dan Instansi di wilayah Pemerintah Daerah 
Kota Makassar berangsur-angsur mulai merasakan pentingnya 
keberadaan dan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal 
penegakan peraturan daerah kota Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis (wawancara tanggal.4 januari 
2014) dengankepala satuan polisi pamong praja daerah kota makassar, 
memberikan perhatian besar didalam membina dan menata tugas, fungsi 
dan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja, disamping itu Satuan Polisi 
Pamong Praja Pemerintah DaerahKota Makassar benar-benar 
menunjukkan kemampuannya di dalam menegakkan disiplin peraturan 
daerah kota  yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap 
peraturan kepala daerah. Namun, hal tersebut belum optimal dikarenakan 
banyaknya kendala-kendala yang dihadapi sehingga berdampak pada 
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri 
Dan kepala satuan polisi pamong praja tersebut juga menyampaikan 
dalam wawancara penulis bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas polisi 
pamong praja tersebut disamping selalu mendapat bantuan dari pihak 
kepolisian juga selalu terjadi tumpang tindih kepentingan dalam 
pelaksanaan tugas tersebut, kerena menurut kepala satuan polisi pamong 
praja tersebut,bukan tidak mungkin ketika anak buahnya melaksakan 
tugas dalam penegakan peraturan daerah kota ada beberapa pihak dalam 
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hal ini pihak berwenang seperti polisi dan TNI memberi bantuan kepada 
pelanggar peraturan daerah kota tersebut. 
Dari wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa dalam 
penegakan peraturan daerah kota yang dilakukan oleh satuan polisi 
pamong praja di kota Makassar sudah sesuai prosedur,tetapi ada saja 
beberapa pihak yang menginterfensi karena kepentingan pribadi mereka. 
Adapun jumlah pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 
terakhir adalah : 
Tabel 1 
Data Jumlah pelanggar peraturan daerah kota Makassar dalam 
kurun waktu 5 tahun terakhir 
No. Tahun Jumlah Keterangan 
1 2009 2 kasus  Pelanggaran perda No. 6 
tahun 2004 tentang Izin Trayek 
 Pelanggaran perda No. 4 
tahun 2004 tentang pemberian 
izin Tata Bangunan 
2 2010 1 kasus  Pelanggara perda no. 4 tahun 
2004 tentang pemakaian 
kekayaan daerah 
 
3 2011 0 kasus  ---------------- 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
4 kasus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 kasus 
 4 Pelanggaran perda no. 10 
tahun 1990 tentang 
pembinaan kaki lima dalam 
kota madya derah tingkat II 
ujung pandang. 
 2 Pelanggaran perda kota 
Makassar pasal 32 ayat (1) 
huruf “e”  yo pasal 38 ayat (1) 
perda 5 tahun 2011 tentang  
tanda daftar usaha pariwisata 
kota Makassar 
 2 Pelanggaran perda kota 
Makassar pasal 31 ayat (1) jo. 
Pasal 38 ayat (1) perda no. 5 
tahun 2011 tentang TDUP 
 9 Pelanggaran pasal 3 ayat 1 
perda no. 10 tahun 1990 
tentang pembinaan pedagang 
kaki lima. 
 
Data pada tabel diperoleh pada tahun 2014 
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Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa jumlah pelaksanaan 
hukuman yang terbanyak adalah pada tahun 2013yakni 13 kasus 
pelanggaransedangkan jumlah hukuman yang paling sedikit adalah pada 
tahun 2010 dan semuanya rata-rata mereka melakukan pelanggaran 
ringan . 
Adapun jenis penerapan sanksi terhadap pelanggar peraturan 
daerah tersebut adalah berupa denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta 
rupiah), tetapi dalam praktiknya setiap sanksi yang diberikan kepada 
pelanggar perda tersebut tidak sebesar apa yang ada tercantum dalam 
perda tersebut,karena setiap sanksi hanya dikenakan denda sebesar 
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 
 
B.Faktor-faktor yang Mempengaruhi satuan polisi pamong praja 
dalam penegakan peraturan daerah kota Makassar. 
Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran yang diharapkan 
berkenaan dengan penegakan peraturan daerah kota oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota 
makassar, hal ini sangat terkait dengan pelaksanaan penertiban yang 
dilakukan oleh polisi pamong praja itu sendiri. Proses pelaksanaan 
penertiban yang dilakukan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
yaitu : 
A. Kualitas Sumber Daya Manusia 
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Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai penegakan 
peraturan daerah kota Makassar, maka diperlukan sumber daya 
aparatur yang memadai. Secara  umum sumber daya aparatur 
satuan polisi pamong praja dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik khusunya dalam hal melakukan penertiban dan pengawasan.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak 
drs.Alham Arifin A,MM selaku Kepala Kantor Satpol PP Pemerintah 
Daerah Kota Makassar(wawancara tanggal 4 januari 2014) salah 
satu faktor yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja 
penegakan peraturan daerah kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
adalah sumber daya manusia berupa pelatihan kerja lapangan 
dimana masih ada aparat yang belum mampu melaksanakan 
tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penegakan 
peraturan daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar. 
Masih lemahnya juga sistem pengembangan staf 
mengakibatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja semakin kurang 
memadai dalam menegakkan peraturan daerah. Kondisi ini juga 
mengakibatkan kurang mantapnya kinerja aparat satuan polisi 
pamong praja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota makassar. 
Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja tidak saja harus 
memadai tetapi juga diperlukan kemampuan serta kebutuhan 
fungsi-fungsi manajemen. Dapat diartikan bahwa kelemahan yang 
terjadi akibat rendahnya kualitas SDM aparatur Satuan Polisi 
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Pamong Praja menyebabkan keberhasilan penegakan peraturan 
daerah kota  akan sulit dicapai, dan keunggulan SDM aparatur 
Satuan Polisi Pamong Praja akan menghasilkan kinerja dalam 
penegakan peraturan daerah kota yang kurang maksimal. 
Untuk mengukur hal-hal yang berhubungan Sumber Daya 
Manusia Satpol PP Kota Makassar, Penulis mengukurnya dengan 
melihat dari segipendidikan. 
Adapun terkait pemahaman personil Satpol PP mengenai 
Perda di Kota Makassar dapat diukur dari jenjang pendidikannya. 
NO Jenjang Pendidikan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Magister 
Sarjana 
Diploma III 
Diploma II 
Diploma I 
SMA/SMK 
SMP 
3 orang 
39 orang 
4 orang 
1 orang 
1 orang 
386 orang 
3 orang 
Tabel 2 Sumber Data Satpol PP Kota Makassar, 2013 
Berdasarkan tabel 2 di atas, sangat terlihat jelas bahwa 
mayoritas personil Satpol PP Kota Makassar berpendidikan 
setingkat SMA/SMK berjumlah 386 orang. Walhasil pemahaman 
mereka pun terkait jumlah Peraturan Daerah sangatlah minim, 
sedangkan mereka akan menegakkan peraturan daerah yang 
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banyak sekali.Pembagian tugasnya adalah 370 petugas lapangan, 
sisanya menjadi staf. 
Sejalan dengan hal tersebut, diperkuat dengan pernyataan 
Mustari (wawancara tanggal 4 Jnauari 2014) menegaskan bahwa 
kami tahu ada banyak peraturan daerah Makassar tetapi kalau 
soal pemahaman akan isi dari Perda, dan apa saja yang dilarang 
didalamnya saya tidak memahaminya atau tidak tahu sejauh itu. 
Selain itu, jumlah peraturan daerah kota Makassar juga 
sangat mempengaruh kinerja Satpol PP Kota Makassar.  
Tabel 3 Perda Kota Makassar 
NO Peraturan Daerah Kota Makassar 
1 
2 
3 
 
 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah 
Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rumah Kos 
Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengawasan 
Pengendalian, pengedaran dan Penjualan Serta Perizinan 
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 
Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata 
Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir 
Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Usaha 
Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu 
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9 Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak 
Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. 
Perda Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima 
 
B. Kualitas Pendidikan 
kualitas pendidikancalon Satuan Polisi Pamong Praja di kota 
Makassar adalah salah satu factor penghambat dalam menjalankan 
tugas dan sangat lemahnya tingkat wawasan calon Satuan Polisi 
Pamong Praja tersebut dalam menjalankan tugas yang 
diembannya, mengapa demikian karena penulis berpendapat 
bahwa kualitas pendidikan sangatlah penting dalam suatu 
pekerjaan. Dengan kualitas rendah yang dimiliki seorang Polisi 
Pamong Praja tersebut sangat bisa melambatkan kinerja satuan 
dalam bertugas. 
C. Fasilitas kerja  
Fasilitas kerja dalam hal ini penulis meniti beratkan pada 
waktu bertugas nya satuan polisi pamong praja sangatlah berperan 
penting dalam peningkatan mutu dan kualitas kerja satuan polisi 
pamong praja tersebut. Mengapa demikian karena pada waktu 
menjalankan tugas dengan fasilitas yang memadahi maka secara 
otomatis kinerja satuan polisi pamong praja tersebut akan meningkat. 
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Dan apabila sebaliknya,jika fasilitas kerja tidak memadahi 
dalam bertugas maka akan menurunkan kualitas kerja mereka. 
Fasilitas kerja tersebut antara lain : 
a. Kendaraan Dinas roda empat  
b. Kendaraan Dinas roda dua  
Sarana dan prasarana penting kaitannya dengan sarana 
penunjang dalam melakukan penegakan peraturan daerah kota 
makassar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah 
dukungan dana operasional, karena untuk mencapai hasil yang 
optimal, maka setiap aktivitas perlu ditunjang dengan dana 
operasional yang memadai. 
Menyangkut masalah ketertiban juga, Satuan Polisi Pamong 
Praja juga perlu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa 
tanggungjawab. Satuan polisi pamong praja sebagai tulang 
punggung penegak peraturan-peraturan daerah lebih banyak 
berkecimpung di lapangan dalam melakukan penertiban, ada 
beberapa hal yang perlu ditumbuhkan pada diri setiap individu 
Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : 
a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap atasan, diri 
sendiri, tugas dan masyarakat 
b. Berpedoman pada aturan-aturan atau kepentingan-
kepentingan yang berlaku 
c. Berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan 
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D. Wilayah Kerja 
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Satpol PP Kota 
Makassar di lapangan sangat dipengaruhi juga oleh luasnya 
wilayah kerja.Contonhya dalam hal penindakan Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, 
Pengemis dan Pengamen. 
Untuk kedua Perda di  atas, Satpol PP Kota Makassar bila 
kanan melaksanakan kewenangannya sudah bisa dipastikan akan 
sangat terkendala. Sebagaimana pengamatan Penulis di lapangan 
hampir di sepanjang jalan kota Makassar di penuhi dengan 
pedangang kaki lima. Terlebih lagi terkait dengan pembinaan anak 
jalan dan pengemis.Mereka dalam menjalankan aktifitasnya di 
lapangan selalu berpindah-pindah sehingga sulit untuk ditindak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat 
memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam melakukan penegakan peraturan daerah kota makassar, 
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai acuan yaitu berdasarkan 
peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah secara 
nasional maupun peraturan-peraturan daerah dalam melaksanakan 
kewenangannya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah 
kota makassar. Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman 
pada pelaksanaan Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umumdengan bekerjasama dengan aparat 
Penertiban lainnya.Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap 
pelanggar peraturan daerah kota Makassar sudah diterapkan tetapi 
masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh aspek kualitas 
aparat Pemerintah Daerah yang didapatkan adanya berbagai 
kendala mengenai mekanisme penjatuhan sanksi. 
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah kota 
makassar sipil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam lingkup 
Pemerintah Daerah Kota Makassaryaitu antara lain kualitas sumber 
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daya manusia serta sarana dan prasarana baik dalam bentuk 
kendaraan dinas maupun bantuan dana operasional. 
 
B. Saran 
1. Hendaknya diadakan sosialisasi tentang bentuk-bentuk 
pelanggaran dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada para 
pelanggar lingkup Pemerintah Daerah Kota makassar dengan 
bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya.Hal itu 
dimaksudkan agar timbulnya kesadaran dan tanggung jawab 
sebagai unsur aparatur negara yang pada akhirnya penegakan 
peraturan daerah kota makassar tersebutdapat diterapkan secara 
optimal 
2. Diperlukan sikap yang tegas dari aparat dalam melaksanakan 
penerapan sanksi pelanggaran di daerah kota makassar 
Dalam hal pengangkatan atau proses rekrutmen satpol PP perlu 
diperhatikan faktor kualitas dari aparat yang bersangkutan 
sehingga aparat-aparat yang diangkat dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik 
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